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BPH MIGAS. Harga Gas Bumi. Rumah Tangga dan
Pelanggan Kecil. Penetapan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI NOMOR 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 TENTANG PENETAPAN HARGA
GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir
Minyak Dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang
Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan
Pelanggan Kecil;

bahwa pengenaan biaya minimum Harga Jual Gas Bumi
sudah tidak sesuai dengan perkembangan daya beli
masyarakat maka Peraturan Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 /P/BPH Migas/VII/2011
tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah

Tangga dan Pelanggan Kecil perlu diubah;
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Mengingat

1.

bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari
Senintanggal 20Februari2017, sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Nomor 04 /BA-
Sid/BPHMigas/Kom/2017tanggal 20Februari2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH
Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5308);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004



Menetapkan
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tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4996);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 103);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk
Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 509);

7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan
Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan

Kecil.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR
22/P/BPH MIGAS/VII/2011 TENTANG PENETAPAN HARGA
GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN
KECIL.
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Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan
Gas Bumi Nomor 22/P/BPH MIGAS/VI[/2011 tentang
Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan

Pelanggan Kecil diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemakaian  Gas Bumiuntuk  RT-1 dan  RT-2
sebagaimanadimaksuddalamPasal 6 ditetapkan paling
banyak 50 (limapuluh) meter kubik per bulan;

(2) Pemakaian di atas 50 (limapuluh) meter kubik per bulan
dikenakan biaya tambahan paling tinggi20% (dua puluh
persen) dari Harga Gas Bumi untuk RT-1 dan RT-2; dan

(3) Pengenaan biaya minimum untuk RT-1 dan RT-2

ditetapkan sebesar 4 (empat) meterkubik per bulan.

Pasal II
Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan BadanPengatur ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2017

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,

ttd

ANDY NOORSAMAN SOMMENG
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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WIDODO EKATJAHJANA



